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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak
" dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pélaku--pelaku ekonomi
 yang melakukan kegiatan ekonomi secara simultan dari waktu ke waktu yang
didukung oléh kebijakan politik ekohomi yang makin kondukftif. Kebij akan politik
ekonomi yang ada sangat mendorong pertumbuhah ekonomi nasional sedemikian
rupa, yang pada akhirya mempengaruhi ppla_ peﬁlaku ekonomi .pada umuﬁmya,
. termasuk perseroan terbatas,

PT pada umumnya rhempunyai kemampuan untuk mengeﬁlbangkan diri,
mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk
memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri rﬁaupun para pemegang

sahamnya.’ |

Salah satu cara yang ditempuh oleh .perusaha_an. agar dapat mérﬁperoleh
keuntungan adalah dengan pengambilalihan (ak’uisisi) dengan alasan dasarnya
adalzh alasan ekonomis dan manajerial dalam rangka ekspansi usaha. 2

Memasuki PJP IT ini sektor pajak semakin menjadi andalan, hal ini
disebabkan penerirﬁaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan,

sementara itu penerimaan dart sektor migas semakin berkurang -

' Sri Redjcki Hartono, Aspek .Hﬁkum Penggabungun, Peleburan, don Pengambilalihan
T, Seminar Nasional Sosialisasi UU Nomeor 1. Th 1993, Bandar Lampung, 1996, him. 1.
’Ibid, him. 5. . _ -




Ada duva fung51 pa]ak yang dominan yang pertama adalah fungsn budgeter,
yaitu fungsi untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara dan
yang kedua adalah fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak sebagai instrumen untuk '
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar 'bidang'lceuangaxl negara.’
sejak dilakukaﬁnya refonnasi perpajakan pada tahun 1983, ﬁemeﬁntah telah
mengarahkan untuk menggunakan pajak sebagai sumber bagi pemasukan APBN.
Sedangkan fungsi mengatur pajak diberi posisi yang kecﬂ Dari penerimaan sektor
pajak selarha Repelita V dapat diketahui bahwa jenis pajak yang paling menonjol

‘adalah pajak penghasilan.

Sesuai dengan hakekat pengenaan' pajak penghasilan yang menyebutkan
bahwa yang fnenjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis” yﬁng diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsuméi
atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dém_
dalam bentuk apapun * maka ketentuan ini menunjukkan bahwa pengenaan PPh
dikgrenakan adanya penghﬁ.slilan dari suatu l;egiatan yang dilakukan seseorang
atau badan. Dalam kaitannya déngan akuisisilsaham, khususnya yang dijakukan di
bursa efek, maka objek IPPh adalah penghasilan atau kéuntungan yang diperoleh
dalam transaksi pénjualan saham di bursa efek. |

Pengenaan PPh  tersebut rnerupakan fenomena baru .dalam dunia

perpajakan d: Indonesia dan menunjukkan kejelian pemerintah untuk menggali

? Rochmai Soemitro, Pajak dan Pembangunan, PI. Eresco, Bandung, 1988. itfm. 108.144
1 Pasal 4 ayat | UU Nomor 10 Tahun 1994



dana dari berbagai kegiatan masyarakat méskipun bagi wajib pajak seringkali hal

ini dianggap sebagai suatu ketidakadilan.

B. Identifikasi Masalah

1) Bagaimanakah_ pengaturan dan pelaksanaan ﬁengenaan PPh.terhadap akuisisi
saham yang dilakukan di bursa efek ?

2) Akibat-akibét apa sajakah vang timbul sehubungan dengan pengenaan PPh

terhadap akuisisi saham yang dilakukan di bursa efek ?

*

e



BABII
TINJAUAN UMUM MENGENAI AKUISISI SAHAM PERSEROAN
TERBATAS DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

DI INDONESIA

A. Akuisisi Saham Perseroan Terbatas
Secara umum, akuisisi atau pengambilalihan diartikau éebagai "fh_e act
of becoming the owner of certain property * yang berarti setiap bentuk tindakan
pemilikan atas suatu benda.
~ Swatu perbuatan akuisisi, dapat mencakup akuisisi terhadap saham
(acquisition of stock) dan atau akuisisi terhé.dap aset (acquisition of assets).
Akan tetapi' undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perserban terbatas.
Bab VII pasal 102 sampat dengan pasal 109, serta PP Noimor 27 tahun 1998
tentang penggdbungan, peleburan dan penga.rnbilalillan PT, hanya mengatur
mengenai akuisisi saham,® meskipun- pasal 88“ UUPT memberi ryjukan
mengénaj akuisisi aset.
| Menurut pasal 1 PP nomor 27/1998, akuisisi saham adalah "perbuatan

hukum yang dilakukan badan hukum atau perorangan untuk pengambilalihan

5 Henry Cumpbell, Mlack's Law Dictionarv, West Publishing Co, St Paul Minnesola,

1991, him. 17

_ 0 Suham adafah tanda (Nl seita dalam nudal perseroan. Saham mempunyai arti penting
karena memberikan hak serta kewajpban kepada pemepang sabamnva. Lihet Pasal 54 UU No.

171995 tentang Perseroan Terbatas.

Sm



seluruh atau sebagian besar saham’ perseroan (perseroan farget) dari
pemegang _saham yang dapf;I mengakibatkan beralihnya pengendalian
perseroan target tersebut. |

Dari definisi di atas, nampak dua elemen penting yang harus ada, vaitu

‘1. Yang berkaitan dengari objek akuisisi, yakni seluruh atau sebagian

besar saham perseroan target k dan

2. Yang berkaitan dengan’_ akibat, vaitu dapat mengakibatkan

beralihnya pengendalian perseroan target.

-..Berdasar‘..kan penjelasan poin 3 pasal 1 PP Nomor 27/1998, bagi
pefseroanl target, saham yang akan &ialihkan adalah saham yang telah
dikeluarkan, termasuk saham yang dibeli kembali oleh perseroan tafget sesuai
dengan ketentuan pasal 30 UUPT.

Menurut ketentuan .Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, peﬁgambiiahhan perseroan -terbatas dapht dilakukan oleh -
badan hukum atau orang perseorangan. | |

Selanjutnya, dalam Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1995
dinyatakan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan
selurubh atau sebagian besar saham yang dapaf mengakibatkan berakhirhya

pengendalian terhadap perseroan tersebur.

* Menurat: !‘cnjciasan PPasal t PP Nomor 27/i998 vang dimaksud dengan "schagian
» luzsar” adalah
i) Lebih dari 50 % atau

ii) Jumiah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar darpada
kepemilikan saham dari pemegang saham lainnva.



Dari isi pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan saham yang tidak
sampat mengakibatkan-be_rakhimya pengendalian perseroan dari pémegang _
saham lama kepada pemegang saham baru tidak dapat dikatakan sebagai
perbuatan hukum pengalﬁbilalih'an dalam arti akuisisi saham o

Pada umumnya perusahaan melakukan akuisisi deﬁgan tujuan : °

Merungkatkan barrier of market entry bag1 calon pesaing baru
. Menyingkirkan / mematikan usaha pesaing
3. Membeli product line untuk melengkapi product line dari perusahaan
mengkuisisi atau menghilangkan ketegantungan :
4. Melakukan deversifikasi usaha
" 5. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang dimiliki oleh
perusahaan yang akan diakuisisi
Memperoleh akses pada teknologi baru
Membeli fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pesaing yang akan akuisisi
8. Memperoleh jaminan kualitas barang pasokan yuang selama ini dipasok oleh
perusahaan yang akan diakuisisi
9. Memperoleh pasar yang semula dimiliki oleh pesaing yang akan diakuisisi
10. Memperoleh kepastian tas pasoksan barang yang selama ini sangat
tergantung pada perusahaan yang akan diakuisisi.

M=

N

“Akuisict  dilakukan baik di peruéahaan non-publik maupun dalam
perusahaan publik untuk akuisisi perusahaan non publik, akuisisi saham dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu : °

a). Secara. langsung dari pemegang saham perseroan-perseroan farget.

b). Melalui direksi perseroan target.

a) Akuisisi langsung dari pemegang saham
Menurut pasal 103 ayat (6) UUPT, akuisisi saham dabat dilakukan

oieh badan hukum atau perorangan secara fangsung dari pemegang saham.

® Joseph Kralinger, Merger & Acqusitions. Mansging The Transaction, Mc Giaw Hill,
1997, him. 27-23.

* 8ri Wahvuni Karini, Aspek flukum .»Ikmmr Safunm dan Aser Perusahaan Publik dan
non-prblik, PPh Newsletter, No, 34/1X. September, 1998, hin. 4.



Berdasar pasal 50 dan 51 UUPT, tidak ada kewajiban untuk melakukan
penawaran terlebih dulu kepada pemegang saham lain atau karyawan dalam
hal pemindahan hal saham, Akan tetapi' pada umumnya anggaran dasar

mensyaratkan bahwa pemegang saham penjual harus menawarkan terlebih

dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam perseroan target. Apabila

b)

tidak ada yang berminat dan tidak ada kewajiban untuk menawarkan
kepada pihak ketiga dengan persyaratan dan harga yang sama atau tidak

lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan kepada pemegang saham

.Jainnya.

Akuisisi melalui perseroan
Untuk akuisisi melalui perseroan, diatur dalam pasal 103 (ayat 1 s/d . -
ayat 5) UUPT dan pasal 26 s/d pasal 32 PP Nomor 27/1998.

Akuisisi - melalui perseroan dilakukan antara lain dalam hal

pembeli/acquirer tidak mengenal atau tidak mengindikasikan secara tertentu

saham dari pemegang saham mana yang akan diakuisisi olehnya.

Jadi yang diutamakan adalah jumlah saham tertentu dengan persyaratan-

dari harga tertentu. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan pembeli dan

pemegang saham penjual tidak saling mengenal, atau karena saham-saham

yang akan diakuisisi dimiliki secara terpisah oleh sejuinlah besar pemegang

saham; sehingga mungkin tidak akan efekiif jika melakukan péndekai'an

langsung dengan masing-masing pemegang saham secara individual '’

'° Ibid, him. 5



Seianj-uh}ya untuk akﬁisisi saham yang di_lakukan di perusahaan publik, -
diaiur secara khusus dalam UU nomor § tahun 1995 teritang pas'a.r'modal, pada |
Bab V pasal 83 da_n 84 s-E}rta délam beberapa keputusan Ketua Bapepam,
‘khususnya Kep 85/PM/1996 teﬁtang Pena&ara‘n Téndér, Kep/PM/1996, tenténg
keterbukaan iﬁf_onnasi pémega_ng saham tertentu, Kep-86fPM!l§96 tentané
keterbukaén infortnasi yang harus ségera diux;nun-lk'an kepada pﬁblik, dan Kep-
13/PM/1997 tentang pokok-pokok anggaran dasér perseroan yaﬁg melakukan
penawaran ufnum efek bersifat ekuitas dan pefusahaan -pubii-k.

o Jual beli saham pérusahaan publik dilakuka_ri dengan mekan'iéme pasar
yang terbuka, dimans. fidak ada kewajiban menawarkan teriebih dulu kepada
pemegéng saham lain, '-ataﬁ ﬁers§araian unﬁxk memperoleh persetujuan RUPS
jika saham tersebut dibel_i 'oleh.pl:hak ketiga untuk mencegah terjadinya hostile
rake-o?er " maka untu_k.melakukan akuisisi p_erusahéan publik harus dilakukan
melalui “Penawaran Tender" untuk m@lindu‘néi képentingan _perserban dan

pemegang saham, khususnya pemegang saham publik-. 12

B. Pengénaan Pajak Penghasilan di indonesia'
1. Pengértian Pajak Penghcz-s'i-ién . |
Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan utang
' (ﬁaﬁa) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat atéu pemerintah, tanpa

ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk.

' hostile take-over adalali akuisisi Saham vang Gilakukan sedemikian rupa schmgga
kendali suatu perusahaan berpindah secara tidak diduga _
"2 [bid, him, 7. I v



Pajak dapat diartikan sebagai perahhan kekayaan dari sektor swasta
_ ".ke sektor pubhk berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan- -
tidak mendapat imbalan yang -secara langsung dapat ditunjukkan, yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran ﬁmum dan yang.digunal_can sebag#i _
alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di
luar ke tangan negara "

Di samp_ing pengertian di atas, pajak dapat pula diartikan sebagai
prestasi kepada pemer_intah yang terhutang melalui norma-norma umum dan
dapat dipaksakan tanpa adanya kpntra' prestasi yang dapat ditunjukkan dalan .
hal yang indiviidual, .maksi.ldnya adalah vntuk membiayai pengeluaran.
1.:\er1rierintah.M |

P'ﬁjak mengurangi pendapatan seseorang dan tentu saja akan
mengurmgi daya beh’ 'mdividu, dan mempunyai dampak yang besﬁr pada
ekonomi individu (miklio ekonomi) sehingga pajak dapat menguﬁah pola
kclmsumsi' dan pola .hjdup' individu. Uang pajak yémg diterima pemerintah.
dikeluarkan _lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum o

. masyarakat, sehingga merhben' dampak -yaflg §anga1' besar pada perékonomian
masyarakat (Mro ekoﬁoﬁﬁ). 5

~ Penghasilan seti_ap indiyidu, badan, baik itu pengusaha atau buka
ticiak dapat dinikmati seluruhriya, sebab Tpenghasilan tersebut akan dikenai

pajak penghasilan sesuar dengan pengaturan yang terdapat dalam-UU Nomor 7

_ AM Budu'nan perpa_,akan di Indonesia - Pera!u"an Perumiang—undangan dan
Pelaksanaannya, IKIP Semarang Press, Semarang 1991, him. 8
BT |
Tbid.
" Ibid, him. 2
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Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan, deﬁgan' ‘mengingat pada sistem
| "self assessment" sebagaimana dianut oleh undang-undang perpajakan
Indonesia. '
Penghasilan,yahg dimaksud oleh undang-undang nomlor 10 tghun
1994 tentang PPh adaleh setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima
atau diperoleh seseorang atau suatu badan. |
Pengefﬁan penghasilan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 macani,
yaitu : 17 | ) o |
1. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun
atas pekerjaan bebas. "
2. Penghasi_lan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana
pgrusahaa._n.. Penghasilan ini dapat berupa.laba atau sisa hasil'
'usaha. Penghasilan dari usaha bisa kéfena usaha perseorangan,
perseroan, koperasi dan lain-lain.
3. Penghasilan dari modal, yaitu penghasilan dari harta bergerak,
harta tidak bergerak -dz;n harta yang dikeljak_an sendiri.
Penghasilan dimaksud adalah penghasilan yang diperoleh karena
seseorang atau badan hukum nmenanamkan modalnya sehingga
diperoleh suatu penghasilan, penghasilan ini .bisélbgrupa bunga

deposito dan tabungan surat berharga lain, penghasilan berupa

1% [bid, him. 15.
' Ibid, him. 157.
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bagian atau 1aba suatu perusahaan baik berupa deviden maupun
bentuk-la'mnya._ _
4. Penghasilan lain-lain, Pénghasilan yang dimaksud disini sangat ©
| luasl ‘batasannya. Penghasilan lain-lain yang dimaksud disini
misalnya adalah undian,. penghasilan karena membebaskan
utang. | | |
- 2. ‘Subyek Pajak Penghasilan
Undang-undang pajél; penghasilan Indonesia mengatur pengenaan
PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang ditei*inia atau |
diperolehnya dalam tahun tahun pajak séhihgga terhadap subjek pajak akan
dikenakan PPh apabila menerima atau rﬁemperoleh penghasilan dalam |
Undang;undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut 'sebagaj "Wajib Pajak"."®
Wajib Pajak adalah oréng ,pribadi_ atau badan yang menurut
kétent’uan peraturan pemndahg~undanga11-' perpajakan  ditentukan urituk
melakukan kewajiban perpajakan, Termasuk di dalam pengertian Wajib pajak
adalah pen%ungut pajak atau pemotong pajak tertentu, o
| Secara umum subjek pajlak meliputi orang, badan atau kesatuan
lainnya yang _beﬁempa} tinggal den berkedudukan di In‘donesia. Mengenat
subjek PPh. Diatur dalam pasal 2 UU Nombr 10 Tahun 1994 tentang Pajak
Penghasilan, yaitu : | |

|, Orang Pribady:

¥ Tunas Hariyuianto, Pajak Penghasilan Indonesia, W. Eko Jaya, jakarta, 1996, him. 16
19 Thi :
Tbid.- . : : .
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2. Warisan yang belum terbagi seb_ﬁgai sué.tu_ kesﬁfuah,
ﬁlengganﬁkan yang berhak; |
3. Badan vang terdiri dari 'pémerom terbatas, perseroah kofnanditer,
‘dan perseroan lamnya '
BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Pe_rsekutuan, perkumpulan, ﬁrma, kongsn, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun dan Bénthl_c badan -
usaha lainnya -
4, Berjtuk usaha tetap
Subek PPh dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam
riegeri. Sﬁbjefc pajak.dala;n negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menen'ma'.
atau memperoleh penghaéilan, sedangkan subjek pajak Juar negeri sékaligus
menjadi Wajib Pajak 'se_hubun:gan dengan- penghasilan yang 'di:teﬁma atau
diperoleh melalui bentuk usaha‘tetap di lﬁdonésia A
| Adapun perbedaan antar Wajib Pajak dalam negen dengan Waij
Pajak adalah terletak pada pemenuhan kewajiban perpajakamya, yaxtu .
a. Wajnb Pajak da_lam negeri. -dl_kenakan‘_ pajak atas penghasilan ,baik yang
‘ 'diteﬁma. atau d‘iperoléh dart Iindonesia, sedangkan Wajib Pajak lumnegeﬁ'

~ hanya atas penghasilén yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

® Bentuk Usaha Tetap adaiab bentuk usaha yang dipergunakan olch orang pribadi yang
tidak bericmpal tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia Udak lebih dagi E83 hari dalam
. janska wakiu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tiduk bertempat kedudukan  di
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau mclakukan kcgwlun di Indonesia.
- *! Thid, hlm. 15
2 Ibid.
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b; Wajib. pajak dalam negeri dikenakan .pajak berdasarkan penghasilm.netto.
“dengan tarif ymum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak
berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib meriyampaikan SPT sebagai sarana untuk
rﬁenetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sédangkan Wajib.
Pajak luar negeri tidak wajib mm@pam SPT karena kev;rajiban

pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final

3. Obyek Pajak Penghasflan

Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat
_dijadikan sasaran objek pajak, baik keadaan, peraturan maﬁpun peristiwa

(Tatbestand). Objek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu
- a ‘Oﬁjek pajak langsung, dimané .besamya pajak dipengmhi oleh
' keadaan waiib pajak. |
b. Objek pajak tidak langsung, dimana besamya pajak tidak

dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. . |

| Menurut pasal 4 ayat 1 UU Nomor 10 tafmn 1994, objek _PPh'.
adalah : o |
Yang menjédi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekoﬁomis ya-ng diterima atau dipéroleh wajib pajak, baik yang
berasal dan Indonesia mé.upun dari iuar .Indonesia, yané__c__l_z;pﬂ dipakai untuk
kén;ﬁnlsi atau menamb_ah_-kéi_cayaan wajiv pajak be;éa;}gkutan__dé_ngan nama

" dan dalam bentuk apapun.
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Dari isi Pasal 4 ayat (1) UU No. 10/1994 dapat disimpulkan bahwa
Undang-undang PPh Indonésia menganut prinsip pemajakan atas penghas-ilan
dalam pengertian yang luas, &aitu bahwa pajak dikexmkah atas setiap tambah an
. kemampuan ekonornis yané diterima atau diperoleh Wajib pajak dari manapun

;isa.lnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah

kewajiban Wajak Pajak.



BABUI
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
AKUISIST SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG TERJADI

DI BURSA EFEK.

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Terhadap AKkuisisi

Saham Yang Terjadl Di'Bursa Efek |
Seperti telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa akuisisi saham

menipakan Perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perorangan
untuk mengambilalih  seluruh  atau sébagian besar' sahﬁm perseroan
("Perseroan T arget”) dari pemegang saham yang dapat mengakzbarkan_.
berahhnya pengendahan Perseroan Target tersebut. " *

' Dari pengertian di atas nampak Jelas bahwa pada dasamya hakekat

dari pengambilaijhéh saham adalah "Jual Beli" saham milik pemegang saham

pada perseroan target

Dalam hal pengambllahhan saham ini, para pemegang saham dari :

pérseroan target .merupakan pihak penjual, sedangkan perseorangan atau
perusahaan sébagai pémbeli mgnﬁrut Pasal 4 ayat (1) unda‘ng-dndahg ﬁomor
10 Tahun 1994 tentan'g.Pajak penghasilan keuntungan karena penjualan dan
pengalihan harta merupakan objek pajak penghasilan,

Nilai perolehan atau peng,ahhan harta - yang dlallhkan dalam rangka

likwidasi, penggabupgan, pelebman, _pemeka:an, pemecanan atau

% Pagal 1 PP 27/1998
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" pengambilalihan usaha adalah diterima. berdasarkan harga pasar, kecuali
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, % |
' Dalam hal akuisisi, maka obj ok yang dapat dikenai pajak meliputi :
a. Selisih harga perolehan dengan harga jual untuk akuisisi terhadap saham
“yang sudah disetor. L |
~b. Selisih harga buku dengan harga jual untuk akuisisi sahain yang masih
_ dalam portefel .' | | | |

Jadi keuntungan yang dapat dikenai pajak adalah selisih harga
(Capital Gar'n} dari harga jual (Pasar). -

Khusus untuk akuisisi saham yang terjadi di bursa efek, pemerintah
menetapkan kebijaksanaan pajak secara khusus yaitu bahwa terhadap seﬁap
transaksi saham dibursa 'efelak dikenai pajak berdasarklan : | |
1) PP -nor_nor’4'l tahun 1994 tentang PPh atas penghasilan ciari transaksi

penjuatan saham di bursa efek, yaitu :

a. Untuk saham biasa, t_arif. PPhnya sebesar.O,l% dari nilai bruto
penjualah. _ |

b. Untuk .s;ham pendiri?® ditambah 5% dari nilai bruto, kecuali untuk
akuisisi bruto, kecuali untuk akuisisi, sﬁham pasangan ﬁsahanya

penambahan tersebut tidak berlaku

“ Tunas Harhvulianto, Op-cit, hilm. 101 _
) Saham pendin adalah saham yang dirailiki oleh pendiri yung diperoleh dengun harga
kurang dari 90 % dari harga saham pada saat penawaran wmnum perdana ("initiat public oflenng™).
b} Temasuk datam pengertian saham -pendiri adalah saham yang diperolch pendini
‘yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelal penawaran wmum perdana atau saham
vang berasal dari pemecahan saliam pendiri. ' '
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.04/1995 tentang

pelaksanaan pemuﬁgutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjuglan

saham di bursa efek,

PP Nomor 14 tahun 1997 tentang pajak penghasilan dari transaksi

penjualan saham di bursa efek, yaitu : '

a. Untuk saham biasa, tarif PPhnya sebesér tetap 0,1% dari nilai bruto
penjualan.. -

b. Untuk saham pendiri tarif PPhnya ditambah 5% dari nilai bruto, kecuali

" untuk akuisisi bruto, kecuvali untuk akuisisi saham pasangan usahanya

atau menggunakan tarif P_Ph umum.

Adapun tarif umum PPh bagi Wajib pajak dalam negeri adalah ©

. lapisan kena pajak sampai dengan Rp. 25.0'00‘000,— (dua puluh lima juta

. rupiah) tanf pajaknya 10%;

lapisan kena pajak di atas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
sanipai_ dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh jﬁta rupiah) tarif pajaknya
15%,

lapisan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupish tarif
pajaknya 30%. -

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pemungutan PPh atas transaksi

penjualan saham di bursa efek c}ilakukan oleh penyelenggara: bursa'efek
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a .
melalui' pedagang perantara efek 2° pada .saat menerima pelunasan penjualan
sahaxﬁ. | i
Dalam ketentuan yang baru mengenai PPh ata; transaksi penjualan
saham di bursa efek, telah diiakukan perubzhan yang mendasar mengena-ti"
obyek PPh, yang mana sebelumnya menurut{ Pasal 17 Undaﬁg—Undang Nomor
10 Tahun 1994 tentang PPh, j;ang menjadi obyek PPh adalah Capitai gain
dengan tarif umum, akan tetapi -'dengan dikeluarkannya PP Nomor 41 Tahun
1994, yang menjadi obyek PPh adalah "Nilai Bruto Penjualah".

.Menumt PP Nomor 41 Tahun 1994, tidak dipersoalkan ada atau tidaknya
keuntungan dan penjualan saham tersebut akan tetapl setiap ada penj ualan saham
dikenakan PPh.*’

| Dalam rangka pemuﬁgutan PPh atas transaksi penjualan saham di
bursé efek, penyelenggara bursa efek memiliki beberapa kewajiban yang
rr.ielipl.xti.:
| Adanya kewsjiban untuk menyetor hasil pungutan PPh kepada bank

persepsi atau Kantor Pos ;dan Giro selambat-lambatnya tanggal 20 untuk
setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan pada bulan

sebelumnya dengan menggunakan setoran pajak.

% Pedagang perantara elek adalah perusabaan efek vang telah menjadi anggota bursa
7 yang melakukan transaksi jual beli saham di burss cich, bak untuk kepentingannya sondir
maupun untuk kepeatingan orang lain.

M Pedagang perantara efek adalah perusahaan efek yang telah meniadi anggota bursa
vang melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek, baik untuk kepentingannya sendiri
» maupun untuk kepentingan orang lain.
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2. Aclanyé. kewajiban untuk menyampaikan lziporan tentang pemungutan dan
penyetoran PPh ke kantor pelayanan pajak. (KPP) selambat-lambatnya
tanggal 25 pada bulan‘ yang sama dengan bulan penyetoran.

Apabila penyelenggara bursa efek .tidak mémenuhi kewajibannya,
maka akan dikenai sanksi, yang berdasarkan UU Nomor 9 tahun 1994 tentang
ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, meliputi : |
L. Bagi penyelenggara bursa efek yaﬁg tidak memungut PPh atau kurang

dipungut atas transaksi penjuatan s&m atau dipungut akan tetapi tidak
atan jumlahnya uang yang disetor dikurangi, maka sesuai dengan pasal 13
ayat (3) huruf b, setelah Kantor Pelayanan Pajak mengeluarkan surat
ketetapan pajak kurang bayér (SKPKB) dikenakan sanksi sebesar 100%
| dan PPH te_rsebut. |

2. Penyelenggara bursa efek yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak
yang telah dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf f, diancam dengan

pidana penjara selama-lamanya enam tahun, dan denda setinggi-tingginya

empat kali jumlah PPh yang dipungut. Ancaman pidana ini dilipatgandakan
bila pényelenggara- bursa efek melakukan lagi tindakan pidana dibidang
perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhituntg sejak selesainya

pidana penjara yang dijatuhkan.

B. Segi Positif Dan Segi Negatif Dari Pengexiaan PPh Terhadap Akuisisi

Saham Di Bursa Efek
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Pengenaan PPh atas transaksi penjualan di bursa efek jika dilihat

dari sisi fiscus akan sangat menguntungkan karena menambah pendapatan

keuangan negara Namun demikian temyata disamping memberikan dampak

positif, juga memberikan dampak negatif yaitu adanya ketidékadilan jika

dilihat dari sisi wajib pajak.

1.

2.

Segi positif dari pengenaan PPh terhadap akuisisi saham di bursa efek.

Segi positif dari pengeluaran PPh atas transaksi penjqalan saham di
bufsa efek, disamping memberikan pemasukén yang besar bagi negara,
juga cara peﬁmgutmnya yang sangat mudah, sehingga daplat menghemat
biaya dengan konsep with holding tax yang bersifat final.

Dari sisi fiscus, konsep wrrh holding tax yang bersifat ﬁnal sangat
.menghemat biaya pemungutannya. Dalam hal ini fiscus tidak perlu
kha’walir bahwa wajib pajak akan menghilang, karena pajak sudah
dipungut pada saat timbulnyﬁ penghasilan, sehingga tidak perlu memungut
menunggu sampai wajib pajak memasuki SPT pada akhir tahun.

Segi negatif c:Iari pengenaan PPh terhadap akuisisi saham di bursa efek.

Pada dasafn&a, PPh merupakan pajak subyektif, namun dengan
diterapkannya konsep with holding tax ymg bersifat final atas dasar -
jumlah bruto milai transaksi penjualan saham di bursa efek menjadikan
sifat PPH atas transaksi saham tersebut berubéh menjadi pajak obyekitif,
,\‘-:mu pajak saham atau semacam pajak penjualan saham. Dengan demikian
maka akan berakibat bahwa PPh dipungut tanpa memperhatikan apakah_

transaksi yang dilak.ukan menimbulkan Capital Gain atau capimf loss.
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dimana PPH tidak saja dipungut atas penghasilan akan tetapi juga atas
- modal.

Adanya ketentuaﬁ yang menyatakan bahwa untuk semua transaksi -
penjualan saham sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai
transaksi penjualan, sedangkan untuk transaksi penjualan ssham pendiri
ditambah dengan 5% dari jumlah nilai fransaksi penjualan jika dilihat dari sisi
wajib pajak dianggap tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan,

Pendapat ini didésarkan pada hakekat dari pengenaan PPh, yaitu
dalam Pasal 4 ayat (1) Nomor 10 Tahun 1994 .yang menyatakan bahwa "yang
menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan keman‘muah
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 'pajak, baik yaﬁg berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipaka;: untuk konsumsi atau_'
untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, deﬁgan nama dan
dalafn bentuk apapun.” o

‘Dalam hal pengenaan PPh pada transaksi i)ehjualan saham di bursa
efek, maka yﬁng Iﬁenjadi objek PPh adalah kemituhgan yang diperoleh dalam -
trahsal_csi penjualan saham di bursa efek, sehingga jika penjualan saham.
mungkin. dengan harga di- bawah harga minimalnya, maka yang gkan timbul
~ bukan Capital Gain akan tetapi Capital Loss.

Jika yang timbul adalah Capital Loss, maka keadaan ini tidak dépat
dikatakan sebagai tambahan kemampﬁan ekonorﬁis karena si penjual saham

mendéma kerugign. Dengan demikian tidak seharusnya dikenai pajak.
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PPH yang dikenakan atas -akuisisi saham di bursa efek juga
menimbulkan cascade effect, yaitu pajak yang dipungut berkali-kali terhadap
. objek yang sama, yang mana pada saat PT memperoleh laba, pada saat para
pemegang mendapatkan pembagian deviden, dan sewaktu saham dijual
semuanya terke_na.PPh. Keadéan seperti ini tentu saja akan sangat merugikan

wajtb pajak.
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